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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang  

 Fenomena Kekerasan Seksual merupakan hal yang baru bukan hanya di 

Indonesia, namun pada dunia secara keseluruhan. Tindakan kekerasan seksual 

pada perempuan dan juga anak merupakan masalah yang sejak dulu telah 

menghantui para korban baik secara psikis maupun fisik. Indonesia sebagai 

negara hukum sudah sepatutnya mengakomodir peraturan-peraturan yang 

mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual ini. Kekerasan seksual 

merupakan semua tindak kekerasan atau intimidasi yang berhubungan erat 

dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku 

kepada korban dengan cara paksaan, dan akibat perbuatan tersebut terjadi 

penderitaan secara fisik maupun mental dari seseorang.1 

Menurut Rhona K.M. Smith, terdapat banyak piagam yang dimiliki 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjelaskan secara jelas bahwa laki-

laki dan perempuan seharusnya memiliki hak dan kesetaraan yang sama. 

Namun, pada kenyataannya tidak seperti apa yang tercantum dalam piagam-

piagam tersebut. Non diskriminasi dalam menikmati hak adalah hal kebebasan 

merupakan hal dasar dalam rezim hak asasi manusia (HAM) modern. Banyak  

instrumen peraturan yang mengandung ketentuan non diskriminasi bagi laki – 

 
1Imron Rosyadi dan syamsul Fatoni, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam 

Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Yudisial, Vol. 15, No.03, hlm. 339, 2022, 

https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/540, diakses Pada 13 Agustus 2024. 

https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/540
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laki dan perempuan yang dalam mengandung ketentuan non diskriminasi bagi 

laki – laki.2 

 Pada perjalanannya, pemerintah terus berupaya untuk melindungi hak-

hak dan kehormatan yang dimiliki perempuan. Maka dari itu pemerintah terus 

berupaya untuk membuat sebuah peraturan yang bisa melindungi hak-hak 

tersebut. Akibatnya, lingkup dari perlindungan perempuan terhadap kekerasan 

seksual diperluas lagi. Sebagai contoh pada awalnya pemerkosaan yang secara 

harfiah adalah pemaksaan hubungan seksual pada wanita diluar pernikahan 

dengan menggunakan kekerasan. Tetapi, pemerintah menerbitkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (UU PKDRT) yang berisikan bahwa pemaksaan hubungan seksual di 

lingkup perkawinan juga tidak boleh dilakukan, hal ini sesuai dengan Pasal 8 

huruf a UU PKDRT  menyebutkan Jo. 3Pasal 46 UU PKDRT  menyebutkan 

Bunyi dari Pasal tersebut merupakan perluasan dari Pasal 285 KUHP tentang 

Pemerkosaan. Pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga biasa 

disebut dengan pemerkosaan dalam pernikahan (marital rape). 4 

 
2Renata Christha Auli, 8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya,  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/, Akses pada 14 

Agustus 2924.  
3 Indonesia, undang – undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 

Tahun 2004, LN No. 2004, TLN No.4419, ps. 8 huruf a 
4 Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual 

Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, jurnal Masalah-Masalah Hukum: 

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.  47, No. 2, hlm. 139, 2018, 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012 , Diakses Pada 13 Agustus 2024.  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/


3 
 

 
 

 Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan seksual 

tidak hanya dengan mengeluarkan berbagai peraturan tentang kekerasan 

seksual. Pemerintah juga membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Latar belakang utama dibentuknya 

Komnas Perempuan oleh negara yaitu sebagai bentuk respon terkait isu-isu 

yang menyangkut segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan juga 

sebagai tanggapan pemerintah dari permintaan atas gerakan perempuan agar 

negara lebih mengakomodir terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap 

konflik dan kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Dari tugasnya tersebut. 

Komnas Perempuan merupakan institusi nasional HAM yang dikategorikan 

khusus.5 

 Penjabaran tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi 

kekerasan seksual, terutama terhadap korban yang kebanyakan merupakan 

perempuan. Perempuan yang berhadapan dengan hukum, terutama perempuan 

yang menjadi korban terhadap kekerasan seksual, diatur tata caranya dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili 

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Perma No. 3 Tahun 2017). 

Dalam Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa hakim yang 

mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum wajib menerapkan asas-

 
5 Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, CATAHU 2023 : CATATAN 

TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022, 

https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-

ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan, Diakses Pada 15 Agustus 2024.  

https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan
https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan
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asas: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non diskriminasi; 

kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan 

kepastian hukum. Dijelaskan juga dalam peraturan tersebut bahwa hakim wajib 

memberitahu hak-hak yang diperoleh korban selama menjalani persidangan.6 

 Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual bisa disebabkan 

oleh perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan hukum 

kepada korban kekerasan seksual dan sebuah stereotip yang berkembang di 

masyarakat bahwa perempuan merupakan milik atau asset dari keluarga, 

pemberitaan media yang tidak mendukung pemberitahuan tentang kekerasan 

seksual, budaya adat yang memperbolehkan kekerasan dalam rumah tangga, 

masalah kemiskinan, sebuah penafsiran ajaran agama yang melenceng, sarana 

pelayanan publik yang tidak optimal. Hal tersebut adalah rangkuman dari 

budaya patriarki dalam artian yang negatif. 7 

 Berdasarkan pada catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2023, 

kekerasan seksual pada perempuan berjumlah 457.895 dari 459.094 

dibandingkan angka pada tahun 2022 kemarin. Dengan melihat angka ini untuk 

tahun 2023 berarti jumlah rata – rata Komnas Perempuan menerima Pengaduan 

sebanyak 17 kasus/hari. Yang direspon oleh Komnas Perempuan sebanyak 9 

 
6 Silmi Mursidah, “Analisis Masalah Terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, the Indonesia Journal of Islamic Family 

Law, Vol. 08 No. 01 hlm.21, 2018,  http://e-theses.iaincurup.ac.id/279/, Diakses Pada 14 Agustus 2024. 
7 Sapto Budoyo, dkk, “Perspektif Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual”, 

Jurnal META-YURIDIS, Vol. 05, No.02, hlm. 05, 2022, 

https://www.semanticscholar.org/reader/d38b698eed3a5e11b4b9485cbe0eaabf96a4cafa, Diakses Pada 

15 Agusutus 2024.  

http://e-theses.iaincurup.ac.id/279/
https://www.semanticscholar.org/reader/d38b698eed3a5e11b4b9485cbe0eaabf96a4cafa
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kasus/hari. Persoalan yang ditemui yang pertama adalah kekerasan seksual 

dalam ranah personal, dimana pada 2023 telah memiliki kasus sebanyak 2.098 

kasus atau 61% dari keseluruhan. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual 

dalam ranah personal adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).  

 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak bisa dipisahkan dari budaya 

patriarki yang ada di masyarakat, dimana dalam rumah tangga laki-laki menjadi 

lebih dominan dibanding perempuan dan sering kali perempuan menjadi objek 

eksploitasi. Dari hal tersebut bukan berarti KDRT hanya dilakukan oleh laki-

laki, namun dalam perjalanannya juga banyak kasus sebaliknya. KDRT sendiri 

telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun pada keberjalanan, 

semakin tahun data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus 

KDRT di Indonesia pada tahun 2023 dengan 2022. Maka dapat dilihat bahwa 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang cukup untuk menekan 

kasus KDRT yang ada di Indonesia, artinya peran aktif masyarakat dan Komnas 

Perempuan juga sangat dibutuhkan dalam rangka menekan angka kasus KDRT 

yang setiap tahunnya terus bertambah.8 

Penyelesaian kasus kekerasan seksual seharusnya melewati jalur 

peradilan, karena dari aspek sosiologis, pelaku melakukan tindakan yang dapat 

dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja, sehingga jalur 

 
8 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, op cit 
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peradilan merupakan jalur yang dirasa paling efektif untuk menyelesaikan 

masalah kekerasan seksual dan dari sisi pelaku juga dapat menimbulkan efek 

jera akibat perbuatannya. Penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual melalui 

jalur peradilan tentu erat kaitannya dengan acara pembuktian. Acara 

pembuktian merupakan agenda dalam persidangan yang bersifat utama dan 

agenda yang akan membuat terang suatu tindak pidana, pada intinya nasib 

terdakwa akan ditentukan tergantung pada pembuktian.9 

Mengenai pengaturan alat bukti dalam persidangan, Pasal 183 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut 

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan 

bahwa minimal jumlah alat bukti yang diperlukan adalah 2 (dua) alat bukti yang 

sah. 10 Pada pasal 184 Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan alat bukti yaitu berupa Keterangan saksi 

, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 11Sehingga dalam 

pemberlakuannya hakim tidak boleh memutus atau menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa dan ia memperoleh keyakinan dari hal tersebut. Berdasarkan 

keterangan tersebut, jenis alat bukti berupa visum et repertum dan keterangan 

saksi-saksi telah cukup untuk menetapkan seseorang terhadap tersangka. 

Namun, dalam beberapa jenis kekerasan seksual memungkinkan terjadi 

 
9 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, op cit 
10 Indonesia, Undang – Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 

1981, TLN No. 3209, Ps. 183 
11 Kitab undang – undang hukum acara pidana, ibid,  ps. 184 
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keadaan dimana alat bukti lain selain keterangan korban sulit untuk didapatkan. 

Sebagai contoh adalah kekerasan seksual yang dilakukan di ranah privat, 

sehingga sulit didapatkan alat bukti lain selain daripada keterangan saksi 

korban.12 

Persoalan mengenai dalam UU No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual Peraturan ini khusus membahas tentang kekerasan 

seksual jumlah alat bukti minimal 1 (satu) alat bukti yang sah dan melaporkan 

dengan keterangan saksi korban dan dianjurkan oleh keterangan saksi lainnya. 

Upaya dalam pencegahan dalam tindak pidana kekerasan seksual ini 

dikarenakan sulitnya pembuktian dalam hal ini. tindakan kekerasan seksual 

yang mengklasifikasi  dengan lebih rinci lagi. Yang termasuk ke dalam 

tindakan kekerasan seksual menurut UU TPKS yaitu pelecehan seksual 

nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan 

sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, undang-undang ini 

yaitu termasuk perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, 

perbuatan cabul dan eksploitasi pada anak, perbuatan melanggar kesusilaan, 

pornografi, pemaksaan pelacuran, dan lain sebagainya yang diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan lainnya. UU TPKS telah mengatur lebih rinci 

atau lebih luas lagi tentang semua hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual 

 
12 Wahyu Sari Asih, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan 

Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/Pn.Pwt)”, jurnal verstek, Vol 09 No.02 

Hlm.15, 2023,  https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/51073, Diakses Pada 14 Agustus 2024. 

https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/51073
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yang dalam hal ini diharapkan dapat mengurangi tindakan kekerasan seksual 

yang ada di masyarakat.  13 

eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis 

elektronik. Atau perbuatan kekerasan seksual yang diakui dalam undang-

undang ini yaitu termasuk perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap 

anak, perbuatan cabul dan eksploitasi pada anak, perbuatan melanggar 

kesusilaan, pornografi, pemaksaan pelacuran, dan lain sebagainya yang diatur 

dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. UU TPKS telah mengatur lebih 

rinci atau lebih luas lagi tentang semua hal yang berkaitan dengan kekerasan 

seksual yang dalam hal ini diharapkan dapat mengurangi tindakan kekerasan 

seksual yang ada di masyarakat.14 

Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb, Terdakwa Noval Riandi Bin 

Masri jokayo dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan seksual dan 

melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 

dengannya. Perkara ini telah terjadi pada tahun 2013. Atas perkara tersebut, 

majelis menarik bukti petunjuk dari saksi korban yang merupakan anak yang 

tidak bisa diambil sumpah disertai dengan keterangan saksi-saksi lain. Hal 

tersebut dilakukan karena visum et repertum tidak menunjukkan bukti-bukti 

adanya kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa, sehingga disitu hakim 

 
13 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, op cit 
14 Kurnia Indriayanti P, dkk, 2022, Kekerasan Seksual, Bandung : CV. Media Sains Indonesia, 

hlm. 47 – 50.  
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melakukan penyesuaian terhadap alat bukti. Hal tersebut cukup untuk 

menerangkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pada ranah privat 

sangat sulit dibuktikan karena minimnya alat bukti yang ditemukan untuk 

diuraikan pada pembuktian di persidangan. 15 

Sama halnya dengan putusan Nomor 1408 /Pid.Sus/2022/PN Lbp pada 

Tahun 2022, Terdakwa  Andreas Ginting Telah terbukti melakukan perbuatan 

seksual secara fisik yang dilakukan pada korban dengan cara memaksa korban 

untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan. Dalam 

putusan ini telah memakai UU TPKS yang mana telah memakai minimal 1 alat 

bukti, namun dalam putusan ini memakai dengan dua alat bukti seperti saksi 

korban dan saksi – saksi lainnya dan juga memakai hasil keterangan dari Visum 

et repertum, namun tetapi ada beberapa hal yang kurang dalam memberikan 

keterangan pada saat Penulis memfokuskan penulisan mengenai apakah 

pembuktian serupa diterapkan pada jenis tindak pidana serupa dengan korban 

perempuan menggunakan perkembangan alat bukti dan inovasi pembuktian 

yang dilakukan oleh undang-undang. Karena sulitnya pembuktian dalam kasus 

tindak pidana kekerasan seksual, banyaknya peraturan terkait dengan tindak 

pidana, dan adanya perkembangan alat bukti dalam tindak pidana kekerasan 

 
15Rida Madyana dan Safik Faozi,” Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban 

Kekerasan (Studi Putusan Nomor:989/PID.SUS/2021/PN.BDG)”, Jurnal UNES Review, Vol. 6, No. 01, 

hlm. 433, 2023, https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/863/599 Akses pada 16 

Agustus 2024.   

https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/863/599
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seksual.16Sehingga penulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai 

“Perbandingan Alat Bukti Pada Putusan Hakim Sebelum dan Setelah 

Berlakunya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual“ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Diatas Maka dapat dijabarkan Rumusan 

Masalah Sebagai Berikut.  

1. Bagaimana Pembuktian pada tindak pidana kekerasan seksual sebelum dan 

setelah  Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang – undang No. 12 tahun 

2022? 

2. Bagaimana implementasi penerapan alat bukti sebelum dan setelah   Tindak 

Pidana Kekerasan seksual Undang – undang No. 12 tahun 2022 dalam 

putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb dan Putusan Nomor 

1408/Pid.Sus/2022/PN.Lbp.? 

C. Tujuan Penelitian  

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah penulisan ini, maka 

tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui dan Menganalisis Pembuktian pada tindak pidana 

kekerasan seksual sebelum dan sesudah Tindak Pidana Kekerasan Seksual  

Undang – Undang No. 12 tahun 2022.  

 
16 Ibid, hlm. 444 
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2. Untuk mengetahui dan Menganalisis penerapan alat bukti sebelum dan 

setelah   Tindak Pidana Kekerasan seksual Undang – undang No. 12 tahun 

2022 dalam putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb dan Putusan Nomor 

1408/Pid.Sus/2022/PN.Lbp 

D. Manfaat Penelitian 

Dari rangkaian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian maka 

akan diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan pertimbangan 

pikiran atas permasalahan hukum secara umum maupun hukum secara 

pidana yang                 terkhusus membahas tentang pembuktian alat 

bukti pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana , Kitab Hukum 

Acara Pidana dan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual.  

b. Penulisan ini diharapkan dapat menambah materi untuk referensi di 

bidang karya ilmiah serta menjadi masukan bagi peneliti yang akan 

melanjutkan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.  

2. Manfaat praktis  

a.   Diharapkan terkait manfaat praktis yang bisa diperoleh dari hasil 

Penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam melakukan kebijakan yang 
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ditempuh oleh para penegak hukum di indonesia, terutama dari pihak 

kejaksaan dalam rangka penuntutan, penyelidikan yang berkaitan 

dengan penanganan kasus – kasus yang dilakukan oleh dan terhadap 

perempuan dan anak – anak.  

b.   Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan 

pemahaman penulis di dalam memahami berbagai aspek hukum dalam 

teori dan praktek.  

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini Penulis Membatasi ruang lingkup yaitu lingkup Perundang – 

Undangan yaitu memakai Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara 

Pidana dan Undang – Undang  No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual.  

Untuk pembuktian alat bukti ini penulis membuat implementasi pada 

putusan ini penulis memfokuskan pada Putusan Nomor 

121/Pid.B/2013/PN.Wnsb. dan Putusan Nomor 1408/Pid.Sus/PN.Lbp.  

F. Kerangka Teori  

pada penelitian ini penulis akan menggunakan 3 teori, Antara lain sebagai 

berikut:  
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1. Teori Pembuktian  

Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana berhubungan erat 

dengan aliran pembuktian yang dianggap tepat pada zamannya. Beberapa 

teori-teori pembuktian yang dikemukakan diantaranya adalah teori 

pembuktian objektif murni, teori pembuktian subjektif murni, teori 

pembuktian yang bebas, teori pembuktian yang negatif menurut undang-

undang. teori pembuktian subjektif murni, teori pembuktian yang bebas, teori 

pembuktian yang negatif menurut undang-undang. 17Teori yang kedua adalah 

teori pembuktian subjektif murni, teori ini mengatakan bahwa pembuktian 

didasarkan sepenuhnya pada keyakinan hakim. Pada prinsipnya konsep 

pembuktian ini menilai berdasarkan keyakinan hakim semata, dan tidak 

mengacu pada pembuktian menurut undang-undang, hal ini menyebabkan 

kebebasan mutlak pada hakim dalam menentukan putusan.18 

Teori yang ketiga adalah teori pembuktian yang bebas. Artinya 

pembuktian ini berpendapat system pembuktian akan menghendaki agar 

hakim bisa menentukan keyakinannya dengan tidak dibatasi oleh undang-

undang. Namun hakim wajib untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap 

cara hakim tersebut memperoleh keyakinan dan hakim wajib menguraikan 

alasan-alasan bagaimana hakim tersebut mengambil keputusan dengan 

 
17Andi Sofyan, 2015,  Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,  Jakarta : PT. Kencana hlm. 245.  
18 Yuni Prisikila Ginting, dkk, Implementasi Sanksi Makkota dalam Pembuktian, Hukum 

Acara Pidana, Jurnal Pengabdian West Sience, Vol.02, No. 10, 2023, hlm. 829 https://wnj.westscience-

press.com/index.php/jpws/article/download/683/603/3809 Akses Pada 20 September 2024.  

https://wnj.westscience-press.com/index.php/jpws/article/download/683/603/3809
https://wnj.westscience-press.com/index.php/jpws/article/download/683/603/3809
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keyakinan atas dasar ilmu yang dimiliki dan logika serta hakim tidak diikat 

oleh alat-alat bukti yang dirumuskan dalam undang-undang. Maka hakim bisa 

memakai alat bukti yang berasal dari undang-undang. Dalam penelitian ini 

teori pembuktian termasuk dalam rumusan yang pertama dimana dalam 

penelitian ini membuktikan alat bukti pada Kitab undang – undang Hukum 

Acara Pidana  dan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  19 

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian sebagai berikut; 

a) Sistem pembuktian menurut undang – undang secara positif (positive wettelijk 

bewijstheorie)  

Dalam pembuktian berdasarkan undang – undang secara positif, simons 

yang mempunyai pendapat menerangkan bahwa teori pembuktian berdasar 

undang – undang secara positif  (positif wettelijke bewijs theorie) merupakan 

semua pertimbangan yang secara subjektif oleh hakim dengan kekuatan hukum 

yang ketat sesuai dengan pembuktian yang tegas.20 

b) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction in time) 

Sebuah sistem yang menganut ajaran bahwa bersalah setidak – 

tidaknya perbuatan tersebut telah didakwakan, dengan sepenuhnya dengan 

tergantung keyakinan dari Hakim, jadi bersalah atau tidaknya terdakwa 

sepenuhnya tergantung dari hakim itu sendiri. Keyakinan hakim itu tidak harus 

berdasarkan alat bukti yang telah ada. Namun alat bukti yang telah ada jika 

 
19 Ibid, hlm. 830.  
20 Andi Sofyan, Op Cit, hlm. 247 
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hakim tidak yakin maka hakim tidak bisa menjatuhkan pidana, jika hal 

sebaliknya dalam melakukan alat bukti yang ada hakim sudah yakin, maka hal 

tersebut dalam menjatuhkan bersalah, akan ada memutuskan perkara menjadi 

subjektif. 21 

c) Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas yang logis 

(Conviction in Raisonne) 

Dalam sistem pembuktian ini lebih memprioritaskan keyakinan dari 

hakim itu sendiri sebagai dasar salah satunya alasan untuk melakukan hukuman 

terhadap terdakwa, yang dalam pertimbangan hakim itu sendiri disertai 

pertimbangan hakim yang ada dan logis dengan menerima akal sehat, 

keyakinan yang tidak ada di dukung dengan menggunakan alat bukti yang telah 

dibantu juga oleh undang – undang, namun juga pada saat pembuktian hakim 

juga dapat menetapkan penggunaan alat – alat bukti yang diluar undang – 

undang. Hal ini sangat masuk akal dikarenakan alasan tersebut telah memiliki 

keyakinan yang jelas dan logis.22 

d) Teori pembuktian Berdasarkan Undang – Undang secara Negatif (Negative 

wettelijk). 

 
21 Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo E.,2022,  Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum 

Pidana, CV. Penerbit Qiara Media, Hlm. 173 
22 Niken Savitri, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, 

Jurnal Bina Mulia Hukum, vol.02 No.04, hlm.08, 2018, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/, Diakses 

Pada 14 Agustus 2024.  

https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/
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Dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana dalam apabila minim alat 

bukti yang telah di tentukan dalam undang – undang, dalam keyakinan.  

hakim ada beberapa keyakinan yang ada dalam alat bukti yang terdapat 

pada pasal 183 KUHAP Menyatakan sebagai berikut: “hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya.23 

2. Teori Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) 

Teori Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi). Merupakan suatu 

dalil/alasan hakim untuk melakukan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim 

seperti pertimbangan hukum yang mendasar sebelum hakim memutuskan suatu 

perkara. Menurut Bambang Waluyo, hakim merupakan organ pengadilan yang 

dianggap sebagai memahami hukum letaknya berkewajiban dan tanggung jawab 

agar keadilan tersebut ditegakkan. Pertimbangan hakim membutuhkan waktu 

memutuskan perkara melihat dari berbagai aspek diantaranya mengenai kondisi 

sosial yang ada dalam sosial, ekonomi, dan juga culture yang ada dapat menjadi 

acuan hakim untuk masa yang akan datang dalam kasus yang sama. Secara umum 

 
23 Wika Hawasara, dkk, “Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pemmbuktian yang dianut 

Dalam KUHAP”, Jurnal Ilmu Pendidikan Nasional, Vol. 08, No.01, hlm. 558, 2022,   

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejurnal.pps.ung.ac.

id/index.php/Aksara/article/download/998/718&ved=2ahUKEwiQ8rCjl5yIAxW6xzgGHSHYBpgQFn

oECB4QAQ&usg=AOvVaw3mWr8-CcnMMONhqJfjnsrr, Diakses Pada 14 Agustus 2024. 

https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/download/998/718
https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/download/998/718
https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/download/998/718
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Peran ratio Decidendi adalah untuk memberikan pokok pikiran dalam suatu 

permasalahan hukum. Teori ini bagian yang mengesampingkan karena teori ini 

menjadi acuan dasar pertimbangan hakim dari suatu putusan yang hakim buat 

menjadi dua fungsi yang penting dalam menyatakan pemeriksaan terkait dengan 

permasalah hukum yang di masyarakat. Ratio decidendi mendasari adanya suatu 

putusan artinya, ratio decidendi dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di 

masa yang akan datang. Oleh karena itu, ratio decidendi memiliki kedudukan 

yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian 

hukum. Dalam pertimbangan hakim ini diperlukan dalam rumusan masalah yang 

kedua yaitu menganalisis putusan. 24 

Maka dari itu, dalam putusan 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb dan putusan Nomor 

1408/Pid.Sus/2022/PN.Lbp. diperlukan pertimbangan  hakim (Ratio Decidendi) 

untuk menganalisis suatu perkara dalam pembuktian pada tindak pidana 

kekerasan seksual25 

G. Metode Peneltian 

Metode Penelitian adalah salah satu cara atau saran pokok untuk  

mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi Hal ini dipicu oleh tujuan 

 
24 Muh. Rizal S, dkk, “ Pertimbangan Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/pid.B/ 

2018/PN. Mks)”, Jurnal Pemikiran dan penelitian ilmu- ilmu sosial, hukum. Vol. 17. No. 01, hlm. 142, 

2022, https://ojs.unm.ac.id Diakses Pada 04 september 2024.  
25Andi Hakim dan mhd. Hasbi, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam menetapkan suatu 

Putusan Persidangan Perkara Pidana”, jurnal ilmiah multidisplin, Vol. 01, No.12, hlm. 358, 2020,  

https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-

yang-meringankan/ Diakses Pada 14 Agustus 2024. 

https://ojs.unm.ac.id/
https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/
https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/
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penelitian itu sendiri, yaitu untuk mengungkapkan kebenaran dari data yang 

dikumpulkan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui sudah 

dikumpulkan dan diolah. Kemudian data yang sudah dikumpulkan dan diolah 

tersebut diteliti lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan output dari suatu 

penelitian. 26 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian digunakan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini 

adalah jenis penelitian yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji yuridis normatif adalah suatu penelitian dalam analisis aturan yang 

dilakukan dalam menggunakan penelitian bahan pustaka dan bahan sekunder 

lainnya27. Atau dapat diartikan sebagai pedoman atau standar dalam studi regulasi 

yang memakai aturan dan pilihan pengadilan serta standar yang ada dalam 

masyarakat 

2. Pendekatan Penelitian  

Metode Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu 

pendekatan perundang – undang (statue approach), Pendekatan Kasus (case 

Approch). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis segala peraturan 

perundang – undangan serta peraturan yang terkait dengan isu – isu hukum yang 

 
26 Peter Mahmud M, 2023, Penelitian Hukum , Jakarta : PT. Kecana, hlm. 188 
27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, 2008,  Penelitian Hukum Normatif ,  PT. Raja Grafindo 

Persada, hlm.1 
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ada di hadapi dalam Penelitian ini. 28 

Pada Peneltian ini ada 2 (dua) pendekatan penelitian meliputi : 

a) Pendekatan Perundang – undangan (statue Approach)  

Pendekatan dalam penelitian ini mengidentifikasi penerapan yang ada 

dalam aturan – aturan hukum, pendekatan undang – undang yang digunakan 

mempelajari beberapa undang – undang seperti mengidentifikasi adakah 

perbedaan diantara kitab undang – undang hukum pidana, kitab undang – undang 

Acara Pidana serta dalam undang – undang tindak pidana kekerasan seksual. 29 

b) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus adalah jenis penelitian hukum normatif yang meneliti 

mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif argumentasi kasus 

konkret yang ada kaitannya dalam peristiwa yang sudah terjadi di pengadilan 

negeri yang ada di indonesia bahan studinya adalah 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb 

dan 1408/Pid.Sus/2022/PN.Lbp.30 

3. Sumber Bahan Hukum  

bahan hukum yang digunakan dalam data  dikumpulkan dalam penelitian kali 

ini merupakan data sekunder dimana data ini diperoleh dari sumber kepustakaan.  

Dimana data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

 
28 Ibid, hlm.3  
29 Ibid, hlm. 5  
30 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2003, Jakarta: Univeritas Indonesia (UI 

Press), hlm.42   
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disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Dalam 

penelitian ini, akan digunakan bahan hukum primer dan sekunder. 

sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Dalam penelitian ini, akan 

digunakan bahan hukum primer dan sekunder.  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan 

hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

LN No.76 Tahun 1981. TLN. No. 3209.  

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. LN No. 95 Tahun 2004.  

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual LN. 120. TLN.  No. 6792.  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

artikel hukum, jurnal hukum, dan putusan hakim yang relevan dengan judul 

penelitian ini. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Penulis Menggunakan Metode Pengumpulan data pustaka yang diambil 

dari kepustakaan yang bersumber dari buku, publikasi, undang – undang dan hasil 

penelitian 

5. Metode Analisis Bahan Hukum  

Bahan hukum yang didapatkan oleh penulis pada penelitian ini adalah 

analisis secara kuantitatif, yang merupakan mengacu dalam hukum yang telah 

disahkan dalam berkembangnya pada masyarakat sekitar sehingga mencakup 

substansi dari regulasi kegiatan yang dilakukan adalah untuk menentukan yang sah 

dan digunakan sebagai bahan penyelesaian hukum.  

6. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan Kesimpulan dari hasil penelitian yang berdasarkan suatu 

penelitian yang berakhir dalam tujuan penelitian. Penarikan dari penelitian ini 

mengunakan teknik kesimpulan yang secara dedukatif.  

Dalam hal ini dedukatif merupakan teknik penarikan yang didahului ke 

pertanyaan yang khususnya dalam menggunakan pemerikiran yang rasional. 
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